
158 
 

  
 

  
 

 

PROVINSI MALUKU 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  MALUKU TENGGARA BARAT 

NOMOR : 08 TAHUN 2018 

TENTANG 

 PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS GUGUS PULAU 

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT, 

 
 

Menimbang : a. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

b. 
 

 
 
 

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan dan meningkatkan eksesibilitas masyarakat 

terhadap pelayanan kesehatan, maka perlu penataan 

penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang, berkualitas 

dan komprehensif yang dapat dijangkau oleh seluruh 

lapisan masyarakat melalui mekanisme pelayanan 

kesehatan bergerak dan berbasis gugus pulau;  
 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Rancangan Peraturan 

Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat tentang 

Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau;  

Mengingat : 1. 
 
 

 
 
 

 
 

2. 

 
 
 
 
 

 

3. 

 
 

 
 
 
 

 

 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru 

dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 73 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);  

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009  tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063; 
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4. 
 

 
 
 
 

 
5. 

 
 

 

 
6. 

 
 
 

 

 
 

 
7. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

8. 

 
 
 

 
 

 
 

9. 

 
 

 
 

 

10. 

 

 
11. 
 

 
12. 

 
 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5063); 

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5072); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234);  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);  

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem 

Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 193); 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Sistem Kesehatan Daerah; 

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat 

Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah. 
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MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  
 

: RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN 

KESEHATAN BERBASIS GUGUS PULAU 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
  

Dalam Peraturan Daerah  yang dimaksud dengan; 

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara Barat; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku 

Tenggara Barat; 

3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat; 

4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Maluku Tenggara Barat; 

5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang 

digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan 

kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun 

rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah 

daerah dan/atau masyarakat; 

6. Pelayanan kesehatan berbasis gugus pulau adalah 

pendekatan pelayanan pada beberapa fasilitas pelayanan 

kesehatan yang terdapat dibeberapa pulau yang berbentuk 

suatu kelompok untuk memberikan suatu kesatuan 

pelayanan tanpa memperhatikan batasan wilayah 

administrasi; 

7. Fasilitas pelayanan bergerak adalah suatu tempat yang 

digunakan untuk enyelenggarakan upaya pelayanan 

kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, maupun 

kuratif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah 

dan/atau masyarakat dengan fasilitas yang tidak menetap; 

8. Gugus pulau adalah kelompok pulau-pulau yang memiliki 

kesamaan ekosimtem, sosial budaya (kependudukan), 

transportasi, potensi sumber daya alam, dan 

perekonomian; 

9. Pusat Gugus dalam strategi gugus pulau adalah fasilitas 

kesehatan yang menyediakan upaya kesehatan primer dan 

sekunder yang membawahi beberapa sub gugus dan/atau 

satelit gugus di dalam satu gugus pulau; 
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10. Sub Gugus dalam strategi gugus pulau adalah fasilitas 

kesehatan yang menyediakan upaya kesehatan primer di 

satu wilayah yang telah ditetapkan, menyediakan beberapa 

layanan kegawatdaruratan dasar, dan membawahi paling 

sedikit satu satelit gugus; 

11. Satelit Gugus dalam strategi gugus pulau adalah fasilitas 

kesehatan yang menyediakan upaya kesehatan primer di 

suatu wailayah yang telah ditetapkan; 

12. Maksud dan tujuan pelayanan kesehatan berbasis gugus 

pulau : 

a. Mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat; 

b. Meningkatakan aksesibilitas masyarakat terhadap 

pelayanan kesehatan; 

c. Terpenuhinya pelayanan kesehatan yang konsisten dan 

berkesinambungan; dan 

d. Memilih dan memperkuat fasilitas kesehatan di salah 

satu pulau menjadi fasilitas kesehatan rujukan antara 

fasilitas kesehatan di pulau sekitarnya; 

9.  Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri 

dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan 

dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang 

kesehatan yang untuk jenis tertentumemerlukan 

kewenanganuntuk melakukan upaya kesehatan. 

   

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

  
Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : 

1. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat pulau dalam wilayah 

Kabupaten; 

2. Peningkatan aksesibilitas pelayanan kesehatan gugus 

pulau; 

3. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan bergerak; dan 

4. Perencanaan dan pembiayaan kesehatan dalam pelayanan 

gugus pulau; 

5. Penyediaan sumber daya manusia kesehatan; 

6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan. 
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BAB III 

PELAYANAN KESEHATAN BERBASIS GUGUS PULAU DAN  

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERGERAK 

Pasal 3 

  
(1) Pelayanan kesehatan daerah kepulauan dilakukan melalui  

penetapan pulau/desa/kecamatan dan penyediaan fasilitas 

pelayanan kesehatan sebagai pusat gugus dari 

pulau/desa/kecamatan di sekitarnya dan penyediaan 

fasilitas kesehatan bergerak; 

(2) Pelayanan kesehatan gugus pulau dan pelayanan 

kesehatan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 

merupakan pelayanan kesehatan pada beberapa fasilitas 

pelayanan kesehatan gugus pulau dan fasilitas kesehatan 

yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai pelayanan 

kesehatan gugus pulau dan fasilitas pelayanan kesehatan 

bergerak yang diselenggarakan oleh pemerintah atau 

pemerintah daerah atau pihak lainnya yang diketahui dan 

mendapatkan izin dari pemerintah; 

(3) Penetapan pulau/desa/kecamatan dan fasilitas pelayanan 

kesehatan sebagai fasilitas kesehatan gugus pulau dan 

penetapan fasilitas kesehatan bergerak sebagaimana 

dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

(4) Bupati Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam 

penyelenggaraan ataupun perizinan pelayanan kesehatan 

gugus pulau dan penyediaan faslitas pelayanan kesehatan 

bergerak. 

  
 

Pasal 4 

(1) Pelayanan kesehatan gugus pulau dan pelayanan 

kesehatan bergerak di daerah sebagaimana dimaksud pada 

pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Pedoman Teknis 

Penerapan Kesehatan Gugus Pulau yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati. 

(2) Ketentuan lebih lanjut 
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Pasal 5 

Penyelenggaraan keseharan gugus pulau dan fasilitas 

kesehatan bergerak dilaksanakan melalui upaya sebagai 

berikut : 

a. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

terutama pelayanan kesehatan ibu dan anak yang sesuai 

dengan standar oleh penyelenggaraan pelayanan kesehatan; 

b. Peningkatan aksesibilitas masyarakat untuk pelayanan 

kesehatan tingkat pertama dan lanjut yang efektif dan 

efisien; dan 

c. Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan 

meliputi instansi terkait, organisasi profesi, organisasi 

kemasyarakatan dan masyarakat dalam upaya pelayanan 

kesehatan gugus pulau. 

  
Pasal 6 

(1) Peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat  

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dan b 

dilakukan dengan : 

a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan; 

b. Penyediaan pelayanan kesehatan, tetap dan bergerak; 

c. Pemenuhan dan peningkatan kapasitas sumberdaya 

manusia kesehatan pada pelayanan kesehatan gugus 

pulau dan pelayanan kesehatan bergerak; dan 

d. Pelaksanaan system rujukan efektif fan efisien. 

(2) Peningkaan peran serta seluruh pemangku kepentingan 

dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 

huruf c meliputi : 

a. Upaya promotif 

b. Upaya preventif; 

c. Upaya pemberdayaan masyarakat. 

   

Pasal 7 

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b 

dilaksanakan melalui : 

a. Pemerintah daerah bekerjasama dengan lintas sektor, 

swasta dan pemangku kepentingan menyiapkan sarana dan 

prasarana sesuai standar pelayanan pada tingkatan 

fasilitas pelayanan kesehatan gugus pulau dan fasilitas 
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pelayanan kesehatan bergerak; 

b. Menyiapkan keterjangkauan obat dan perbekalan 

kesehatan sesuai standar; dan 

c. Kerjasama dengan institusi pendidikan dalam pemenuhan 

kebutuhan tenaga kesehatan dan perndidikan 

berkelanjutan. 

   

Pasal 10 

Pelaksanaan sistem rujukan yang efektif dan efisien 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d 

dilaksanakan melalui : 

a. Pembentukan jejaring sistem rujukan kesehatan gugus 

pulau dan fasilitas kesehatan bergerak; dan 

b. Peningkatan koordinasi rujukan antar fasilitas pelayanan 

kesehatan gugus pulau dan fasilitas kesehatan bergerak, 

yang meliputi : 

1. Komunikasi pra rujukan dan rujukan; 

2. Mekanisme rujukan balik; dan 

3. Manajemen sistem rujukan yang didukung dengan 

teknologi informasi dan komunikasi, termasuk 

telemedicine; 

4. Penjadwalan jalur dan lokasi penempatan fasilitas 

kesehatan bergerak. 

 

  Pasal 11 

(1) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan 

dan masyarakat melalui upaya promotif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi : 

a. Memotovasi pola hidup sehat bagi masyarakat; 

b. Pemeintah Kabupaten.Kota melakukan promosi upaya 

peningkatan kesehatan masyarakat; dan 

c. Sosialiasi sistem penanggulangan kegawatdaruratan ibu, 

anak ataupun penyakit lainnya. 

(2) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan 

dan masyarakat melalui upaya preventif sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi : 

a. Penyuluhan kesehatan bagi masyarakat; 

b. Pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat terutama ibu 

dan anak sesuai standar; dan 

c. Pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi. 
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(3) Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan 

dan masyarakat melalui upaya pemberdayaan masyarakat 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf c 

meliputi : 

a. Peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan 

organisasi profesi kesehatan dalam pelayanan kesehatan 

gugus pulau dan pelayanan kesehatan bergerak; dan 

b. Peningkatan manajemen terpadu pelayanan kesehatan 

gugus pulau berbasis masyarakat. 

  
Pasal 12 

Teknis mengenai pelayanan kesehatan berbasis gugus pulau 

dan pelayanan kesehatan bergerak diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Bupati. 

  
BAB IV 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 13 
  

Peran serta masyarakat dalam mendukung upaya pelayanan 

kesehatan gugus pulau dan fasilitas kesehatan bergerak, 

dilakukan dengan cara : 

a. Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan terutama 

upaya kesehatan ibu dan anak; 

b. Keikutsertaan aktif masyarakat dalam menjaga kesehatan 

terutama kesehatan ibu dan anak; 

c. Kepedulian dan perhatian oleh setiap individu, keluarga 

dan masyarakat terkait pelayanan kesehatan gugus pulau; 

d. Kelembagaan yang terorganisir dan berkesinambungan 

dengan didukung tatalaksana kegiatan upaya kesehatan 

bagi masyarakat teruatama kesehatan ibu dan anak; 

e. Pendampingan perorangan keluarga, kelompok masyarakat 

dan masyarakat; 

f. Memperhatikan potensi dan kearifan lokal; dan 

g. Bekerjasama dengan fasisilitas pelayanan kesehatan gugus 

pulau dan fasilitas kesehatan bergerak untuk membangun 

akuntabilitas pelayanan publik. 
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Pasal 14 

Teknis mengenai peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pelayanan kesehatan gugus pulau dan pelayanan kesehatan 

bergerak diatur lebih lanjut dengan pedoman teknis yang 

ditetapkan oleh Kepala Dinas. 

 

  
BAB V 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 15 

  
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan gugus pulau dan 

pelayanan kesehatan bergerak di daerah; 

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala 

Dinas Kesehatan; 

  
Pasal 16 

Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan 

evaluasi dengan tujuan untuk memantau mutu pelayanan 

kesehatan gugus pulau, pelayanan kesehatan bergerak dan 

peran serta masyarakatdalam upaya kesehatan terutama 

kesehatan ibu dan anak, meliputi : 

a. Peningkatan mutu pelayanan di fasisilitas pelayanan 

kesehatan gugus pulau dan pelayanan kesehatan bergerak 

terutama kesehatan ibu dan anak; 

b. Mutu pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan gugus 

pulau dan fasilitas pelayanan bergerak sesuai dengan 

standar operasional prosedur yang sudah ditetukan; 

c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berjenjang 

sesuai kewenangan dan kebijakan daerah; 

d. Setiap fasilitas pelayanan kesehatan gugus pulau dan 

fasilitas pelayanan kesehatan bergerak memberikan laporan 

secara berjenjang; 

e. Pemberdayaan terhadap masyarakat dan swasta dalam 

upaya pelayanan kesehatan terutama ibu dan anak; dan 

f. Keberlangsungan dan keberlanjutan peran serta aktif 

masyarakat dalam upaya kesehatan terutama kesehatan 

ibu dan anak. 
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BAB VI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 17 
 

  (1) Biaya penyelenggaraan kesehatan berbasis gugus pulau dan 

pelayanan kesehatan bergerak di daerah dibebankan kepada: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

c. Sumber dana lain yang tidak mengikat. 

(2) biaya penyelenggaraan kesehatan gugus pulau sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah operasiaonal pada pelayanan 

gugus pulau yang ditetapkan sebagai pusat gugus, sub 

gugus dan satelit. 

  
Pasal 18 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 

 
Ditetapkan di : Saumlaki  

Pada tanggal  : 20 November 2018 
 

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT, 

 
 
 

 
PETRUS  FATLOLON 

 
 
Diundangkan di : Saumlaki 

pada tanggal : 21 November 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,  
 
 

 
 

PITERSON RANGKORATAT 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2018      

NOMOR 08 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT, 

PROVINSI MALUKU : 10/43/2018 


